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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 786); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan 

Umum Tahun 2021-2025; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH 

BERKELANJUTAN DAN PORTAL LINDUNGIHAKMU SEBAGAI 

APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM.  

KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih 

Berkelanjutan (Sidalih Berkelanjutan) dan Portal 

Lindungihakmu sebagai aplikasi khusus KPU, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota. 

KEDUA  : Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan (Sidalih 

Berkelanjutan) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

digunakan untuk menyusun, mengonsolidasi, 

memutakhirkan, mengumumkan, mengelola, dan memelihara 

Data Pemilih secara Berkelanjutan. 

KETIGA  : Portal Lindungihakmu sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU digunakan untuk memberikan informasi kepada 

Warga Negara Indonesia terdaftar sebagai Pemilih dalam 

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta memberikan 

informasi terhadap hasil rekapitulasi Data Pemilih dalam 

setiap tingkatan. 
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